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ABSTRAKS

Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruf a sampai dengan d Undang Undang Nomor 24/2003, kewenangan Mahkamah 
Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945; memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kemenangannya diberikan oleh Undang Undang 
Dasar 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. Penambahan kewenangan tersebut dilakukan melalui putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 pengujian atas Undang Undang Pemerintahan Daerah 
yang mana secara tersirat telah mengalihkan kewenangan Mahkamah Agung ke Mahkamah 
Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah. Kewenangan ini 
sebagai konsekuensi logis atas pergeseran paradigma pemilihan kepala daerah yang masuk 
dalam rezim pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar 
1945. Selanjutnya putusan tersebut berimplikasi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah. Penanganan Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Daerah oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah paradigma besar 
dalam penguatan konstitusionalisme Indonesia sehingga segala penyelenggaraan negara 
didasarkan konstitusi.Dalam perkembangan putusan-putusan tentang Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak lagi membatasi diri pada objek 
sengketa Pemilukada yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang 
ditetapkan oleh komisi pemilihan umum di daerahyang bersangkutan, namun lebih pada 
penilaian pada proses Pemilukada sehingga keluar istilah hukum yang sering digunakan 
sistematis, terstruktur dan masif, untuk menilai bahwa salah satu pasangan calon dalam 
proses pilkada telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang 
berlaku.

Keyword : Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah, 
Putusan
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BAB I

PENDAHULUAN

MAHKAMAHPELAKSANAAN PERANAN 

REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN
ANALISIS YURIDIS 

KONSTITUSI 

SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

A. Latar Belakang

Rezim Orde Baru ditumbangkan pada akhir Mei 1998, tuntutan reformasi di 

segala bidang terus bergulir. Salah satu tuntutan reformasi yang menyangkut bidang 

politik dan ketatanegaraan adalah mengenai perlunya amandemen UUD 1945. Dalam 

khazanah ilmu hukum tata negara maupun ilmu politik, salah satu cara perubahan

:
■

i.konstitusi atau UUD 1945 adalah dengan sistem amandemen

Sebagai buah dari reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan yang 

dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, 

dan 2002. Dengan perubahan-perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung 

dalam Undang-Undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, 

sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan 

antara lembaga-lembaga negara yang ada karena dengan adanya amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 terdapat organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan

Dahlan Thaib. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi Penerbit 
Yogyakarta 2000. Hlm 12 Liberty.

1
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dari ketentuan Undang-Undang Dasar, misalnya, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 

sebelumnya diatur dalam pasal 16 bab VI ditiadakan dari naskah Undang- 

Undang Dasar. Di samping itu, ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada 

justru diadakan menurut ketentuan yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)2.

Salah satu pokok perubahan yang fundamental dalam UUD pasca reformasi 

ialah dibentuknya lembaga baru sebagai sandingan Mahkamah Agung sebagai 

lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yaitu, Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut 

berawal dari adanya tuntutan untuk dibentuknya suatu lembaga yang berwenang 

melakukan pengujian terhadap undang-undang mengingat bahwa banyak peraturan 

setingkat undang-undang yang substansinya bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi khususnya dengan Konstitusi yaitu UUD 1945. Selain itu hal tersebut 

juga sebagai upaya pemberdayaan masayarakat dalam meningkatkan peran serta 

rakyat dalam sistem ketatanegaraan sebagai realisasi kehidupan yang lebih 

demokratis yang diusung oleh reformasi3.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu mahkamah konstitusi telah muncul 

dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan 

rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan

2 Jimly Asshiddiqie.. Dalam Kata Pengantar buku yang berjudul Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
2005. Hlm. iii.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya 
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2006. Hlm. 6

yang
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pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk 

membanding undang-undang. Namun ide ini ditolok oleh Prof. Soepomo berdasarkan 

dua alasan, Pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian 

menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu 

jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai 

hal ini4.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi, mulai 

dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekeija MPR RI 

(PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan 

studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000. 

Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada 

satu pun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu.

Nampaknya para anggota MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi 

banding tersebut. Walaupun demikian pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 

tahun 2000, rancangan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa 

beberapa alternatif dan belum final5.

Sesuai rancangan tersebut, Mahkamah Konstitusi di tempatkan dalam 

lingkungan mahkamah agung, dengan kewenangan untuk melakukan uji materil atas 

undang-undang; memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang; serta

4 Jimly Asshiddiqie., Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 
Indonesia, Bahan Ceramah yang disampaikan di Universitas Mataram tanggal 27 Septemebr 2005.

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000> tentang Penugasan badan Pekerja MPR Ri untuk 
mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.
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kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Ada usulan alternatif, agar di 

luar kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk 

memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah .

Setelah dibahas kembali pada masa sidang MPR RI tahun 2000/2001, yaitu 

dalam rangka persiapan draft perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara 

repbulik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk disahkan pada sidang tahunan 

2001, terjadi banyak perubahan mengenai rumusan tentang Mahkamah Konstitusi. 

Persoalan pokok yang pertama adalah apakah Mahkamah Konstitusi ditempatkan di 

lingkungan mahkamah agung atau ditempatkan terpisah dari lingkungan mahkamah 

agung tetapi masih dalam rumpun kekuasaan kehakiman, dan persoalan kedua apa 

saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi7'

Pertama, disepakati bahwa Mahkamah Konstitusi ditempatkan terpisah dan di 

luar lingkungan mahkamah agung akan tetapi tetap dalam lingkungan kekuasaan 

kehakiman, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sangat 

penting untuk membangun negara yang berdasar sistem konstitusionalisme, sehingga 

lembaga ini berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang secara tegas 

ditentukan kedudukan dan kewenangannya dalam undang-undang dasar. Terdapat 

kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung tidak akan mampu membawa misi besar 

mahkamah konstitusi untuk membangun sistem konstitusionalisme karena pekerjaan

antar

6 Ibid
7Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. Memahami Keberadaan 

Konstitusi di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. Hlm. 11
Mahkamah
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mahkamah agung yang pada saat itu tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara 

kasasi dan peninjauan kembali yang menumpuk. Jika ditambah lagi dengan tugas- 

mahkamah konstitusi dikhawatirkan pekeijaan mahkamah agung akantugas

terbengkalai. Pada sisi lain dibutuhkan satu mahkamah tersendiri yang berdiri sejajar 

dengan mahkamah agung dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk menjalankan 

tugas mengawal sistem konstitusionalisme Indonesia. Dengan demikian posisi 

mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi kuat .

Kedua, kewenangan mahkamah konstitusi disepakati untuk ditentukan secara 

limitatif dalam undang-undang dasar. Kesepakatan ihi mengandung makna penting, 

karena mahkamah konstitusi akan menilai konstitusionalitas dari suatu undang-

undang atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam 

undang-undang dasar, karena itu sumber kewenangan mahkamah konstitusi harus 

langsung dari undang-undang dasar. Dengan demikian tidak ada ada satu lembaga 

negara yang dapat mempermasalahkan atau menggugurkan putusan mahkamah 

konstitusi. Pada sisi lain mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara pengawal 

konstitusi tidak melakukan tindakan atau memberikan putusan yang keluar dari 

kewenangannya yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dasar. 

Demikian juga halnya pembentuk undang-undang tidak dapat mengurangi 

kewenangan mahkamah konstitusi melalui ketentuan undang-undang sehingga 

melumpuhkan ide dasar pembentukan mahkamah konstitusi. Dengan prinsip inilah 

dihapus kesepakatan awal yang memungkinkan adanya kewenangan lain mahkamah

lbid hal. 12
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MPR RI tahunkonstitusi yang ditentukan undang-undang sebagaiman draft awal 

20009.

Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, 

akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 

24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang 

Tahunan (ST) MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal 

tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi 

negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman 

tersebut.

Untuk menindaklanjuti amanat UUD 1945 khususnya terkait Kelembagaan 

Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan DPR RI telah membuat peraturan yang 

mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang Undang Nomor 24 Tahun 

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi kemudian terdapat berapa perubahan yaitu 

melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang 

Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah diputuskan dalam rapat paripurna DPR-RI melalui pemungutan 

pada 19 Desember 2013 lalu, Presiden/Pemerintah pada 15 Januari 2014 lalu, telah 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Subtansi pokok Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang disusun paska penangkapan Ketua

suara

9 lbid hal. 13
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Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus dugaan penyuapan itu merupakan 

perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap ketentuan mengenai syarat 

dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi, serta 

pembentukan majelis hakim kehormatan konstitusi.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan 

pengabulan uji materi yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi dan sejumlah 

staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, yaitu, alasan Presiden 

(pemerintah) mengeluarkan Perppu "penyelamatan” MK tidak memenuhi unsur 

"kegentingan yang memaksa" seperti disyaratkan dalam UUD 1945. dan didalam 

putusannya juga Mahkamah Konstitusi menyebutkan ketentuan mengenai syarat dan 

tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi, berlaku kembali 

Undang Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebelumnya telah digantikan UU nomor 4 tahun 2014.10

yang

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam 

Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang Undang Nomor 24/2003,

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 

1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus

Putusan Mahkamah Konstitusi No. l-2/PUU-XII/2014. Pengujian Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945
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perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) 

sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 

10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan 

Jceputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Secara konstitusional, kewenangan MK tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD 

1945. Di samping itu, MK berwenang pula menangani perselisihan hasil pemilihan 

umum kepala daerah (PHPUD). Penambahan kewenangan tersebut dilakukan melalui

putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004 pengujian atas UU Pemerintahan Daerah

yang mana secara tersirat telah mengalihkan kewenangan MA ke MK dalam

memutus PHPUD 11. Kewenangan ini sebagai konsekuensi logis atas pergeseran

paradigma pemilihan kepala daerah yang masuk dalam rezim pemilihan umum 

sebagaimana ketentuan Pasal 22E UUD 1945. Selanjutnya putusan tersebut 

berimplikasi terhadap kewenangan MK dalam memutus PHPUD. Penanganan 

PHPUD oleh MK merupakan sebuah paradigma besar dalam penguatan 

konstitusionalisme Indonesia sehingga segala penyelenggaraan negara didasarkan 

konstitusi.

I

12 Moh. Mahfiid, MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. LP3ES Jakarta* 
2006. Hlm. 37.
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Sebagaimana disebutkan diatas salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi 

adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, Pemilihan Legislatif pada Tingkatan Pusat dan Daerah, dan Pemilihan 

Kepala Daerah, baik Provinsi maupun pada tingkatan Kabupaten dan Kota. Didalam 

pelaksanaanya Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

serta putusannya bersifat final dan mengikat dalam artian tidak ada upaya hukum 

yang dapat ditempuh oleh pemohon guna membatalkan putusan yang telah 

diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam prosesnya Sengketa Pemilukada yang diselenggarakan di Mahkamah 

Konstitusi memiliki proses yang sangat cepat, yaitu setelah keluar ketetapan KPUD 

tentang Pasangan calon yang memiliki suara terbanyak, maka terhadap pasangan 

calon yang tidak puas akan ketetapan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada 

Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ketetapan 

tersebut dikeluarkan oleh KPUD, setelah diproses oleh bidang administrasi 

Mahkamah Konstitusi, maka akan keluarlah Register Perkara, terhitung 14 (empat 

belas) hari, setelah keluarnya register tersebut putusan harus dikeluarkan oleh Hakim 

Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangan putusan-putusan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak lagi membatasi diri pada objek 

sengketa Pemilukada yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan 

ditetapkan oleh komisi pemilihan umum di daerah yang bersangkutan, namun lebih 

pada penilaian pada proses Pemilukada sehingga keluar istilah hukum yang sering

suara yang

z
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digunakan sistematis, terstruktur dan masif, untuk menilai bahwa salah satu pasangan 

calon dalam proses pilkada telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma 

dan aturan yang berlaku.

Demikian juga berkaitan dengan amar putusan, Mahkamah Konstitusi tidak 

lagi hanya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi 

pemilihan umum dan menentapkan hasil penghitungan yang benar, namun terdapat 

beberapa varian. Terdapat putusan putusan yang memerintahkan tidak hanya 

penghitungan suara ulang namun juga pemungutan suara ulang dan ada juga yang 

diikuti dengan pendiskualifikasian salah satu pasangan calon dan bahkan langsung 

menetapkan pasangan calon terpilih. Bahkan MK dalam putusannya juga pernah 

memerintahkan Pemilukada ulang. Terhadap standing pemohon, MK juga memberi 

kesempatan kepada bakal pasangan calon, tidak hanya pada pasangan calon peserta 

Pemilukada. Kesemuanya terdapat dalam putusan-putusan yang amarnya menyatakan 

dikabulkan termasuk dikabulkan sebagian.

i-
-
!

!
:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itulah maka saya tertarik untuk 

menggali lebih dalam terkait peranan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan 

sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan saya tuangkan dalam skripsi 

dengan judul : "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM 

MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH ”
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakah pelaksanaan peranan {role playing) Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia dalam menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala

Daerah?

2. Bagaimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat

fmal dan mengikat atas perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan peranan (role playing) Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia dalam menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala

Daerah

2. Mengetahui kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat 

final dan mengikat atas perselisihan hasil pemilihan umum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi dan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan peranan Mahkamah Konstitusidata
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Republik Indonesia dalam menyelesaikan sengeketa Pemilihan Umum Kepala 

Daerah di Indonesia

2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin 

lebih memahami pelaksanaan peranan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

dalam menyelesaikan sengeketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

E. Metode Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau

sering disebut dengan penelitian keperpustakaan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data keperpustakaan.

b. Sumber Bahan Hukum

Data Sekunder yaitu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui 

studi dokumen yang sudah tersedia perpustakaan. Studi dokumen ini berupa
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catatan-catatan, laporan-laporan, atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yang terdiri

dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti 

Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 

Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No.24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya 

ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berrkaitan dengan 

penulisan ini.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, 

dan seterusnya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu
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gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukkan, data sekunder dengan

bahan primer serta tersier kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis.

Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara

sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari

penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, 

kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.
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